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ABSTRAK

Fenelitian i barujuzn uniuk mengeveluasi tingkat akuntabiltas dan transparansi pengelofaan keuargan SpAA
tan SMK Meger di kata Payskumbuh. Foputasi penelifian ini adalah semus SMA dan SME Megern di kota
Fayakumbuh yailu sebanyak 6 Sekalzh Menengah Megesi di kela Payakumbuh, Pengambilan sampel dilakukan
=ecara  non-probobiiias  dengan metade  purposive sampling dangan kritera berdasarkan pertimbangan

| uudgmenf) dengan sampol penslitian sebanyzk 4 sekoigh yaiy, SMAN 2, SMAN 3 SKEN 1.dan SMKN 2
Eyakumbuh. Pengambilan data pada penclitizn ini menggunakan kuisioner dengan responden kepaia sekolah.
sendahara, gury, komile sokolah, dan siswa/OSis dengzn kulsionsr yang akan disebarkan sebanyak 24

| ‘usionedsekolal, Aspek yang divraikan dalam penzfitian ini sdalab pengukuran akuntabilitas, pengukuran
Tansparansl, peran sekolah dan komite sekalah, Panyajian pengaunzasn informasi dalam laporan RAPES zema
=zrana dan proses pambukuan pemyusunan RAFPBS. Berdasarken hasil evaluas s2cara keselurithan untuk satizp
F=pek yang divkur, nilai rata-rala pada SMAN 2 adalah 7 74, SMAN 3 adalah 337, SMKN 1 adalah 3 22 dan
=MKM 2 adalah 3.01, Nilai rmiz-rata ke empal sekelah lersehut adalah 310, Nilai rata-rata tersehut fenmasul ke
Zzlzm kriferia akuntzhel dan trensparan, maka dapai disirmpulkan bzhwa pengelolzan keuangan Sekalash
Mznangah Ales (SRAA) den Sekalak Menengah Kejuruan (SMI) Megeri df Pavakumboh lermasuk ke dalam
w==na akuntzbel dan fransparan.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradizma membangun
manusia Indonesiz seutuhnya yang berfungsi sebagai subyek vang memiliki kapasitas
untuk mengakivalisasikan potensi dan dimensi kemanusiazn secara optimal. Kualitas
sumber daya manusia suatu negara sangal berkaitan dengan kualitas sistem pendidikan
vang ada pada negara tersebut, Karena jika mutu sistem pendidikan vang dilaksanakan
aleh Jembaga pendidikan sudah baik. tentu diharapkan akan menghasilkan lielusan
(ouipat) yang baik dan bermuty, dimana mereka akan menjadi sumber daya manusia
vang akan bergabung dan tersebar dalam berbagai industri vang menggerakkan
pembangunan suatu negara, Schingga perkembangan dan kemajuan suatu negara
sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya, Maka salah satu upaya
peningkatan Kualitas sumber dava manusia ini dapat dilakukan melalui perbaikan dan
peningkatan mutu dan sistem pendidikan,

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama
semerintah dan masyarakat, Pengelolaan  kepercavaan  publik  dalam bidang
pendidikan sangat terkait denpan perlunya menciptakan proses dan Mmanajenen yang
menjamin bahwa sumber dava publik digunakan sebagaimana mestinya, Proses dan
manajemen tersebut memerlukan pengelolaun yang baik (good governance). Dengan
wreiptanys  good  governance, diharapkan  terwujud  efisiensi dan  efektivitas
senvelengparaan pendidikan.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen tata kelola vang baik (good

sovernance). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua komponen yang saling



mendukung dan melengkapi. Akuntabilitas pelayanan publik dimaksudkan sebagai
kemampuan para pejabat publik memberikan penjelasan ats penyelengparaan
pelavanan  yang menjadi tanggung jawabnya.  Transparansi pelayvanan  publik
dimaksudkan  sebagai ketersediaan  akses  bagi  para pemangku  Kepentingan
{stakeholders) untuk memperoleh informasi mengenal penyelenggaraan pelayanan
publik terschuot.

Dalam Kerangka Konseprual Standar Akuntansi Pemerintah (Pernyvataan Standar
Akuntansi Pemerintaban [PSAP] Nomor | paragraf 22-23) menempatkan akuntabilitas
sebagal tujuan utama  pelaporan  kevangan organisasi pemerintzh. Ini karena
penyelengpara pelayanan serta pengendalian atas penggunaan sumberdava keuangan
merupakan aspek terpenting vang harus dapat dipertanggungiawabkan oleh organisasi
pemerintah. Dengan keluamya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Reunngan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka membawa suam perthahan
sistem pemnerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi,

Pengelolaan kevangan daerah diatur dalam Persuran Pemerintah Nomor 58
ahun 2005 tentang Pengelolasn Kevanpgsn Daerah. Peraturan tersehut mengar
pokok-pokok  kewenangan  pengelolaan  kevangan daerah, perbendaharsan  dan
semerikspan keuangan  daerab, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Terupakan ommibus regulation,  yakni peraturan  perundangan  wvang  memuat
c=lentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undane-Undang Nomar 17 tahun 2005,
~ndang-Undang Momar 1 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004,
“zlaksangan ketentuan Peraluran Pemerintah Nomor 3% tabhun 2005 di daerah
~zksanakan berdasarkan Peraturan Daerah, yang disusun dengan berpedomankan

sada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 wahun 2006 tentang Pedoman



Pengelolazn Keuangan Daerah. Peratwran Menteri Dalam Neger Nomor 13 tghun
26 memuat secara terperinei sistem dan prosedur pengelolaan keuanpan, vang
meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahasan APBD, serta akuntansi dan
pelaparan,

Adanya reformasi di bidang kevangan schagaimana dijelaskan, membawa
perubahan pula dalam pengelolaan keuangan di bidang pendidikan. Khususnva untuk
sekolah dasar dan menengah, penpelolaan kevangan harus dilaksanakan sesuai den oan
ketentuan-ketenuan yang diatur dalam peraturan daerab vang berpedomankan pada
Peraturan  Menteri Dulam Negeri MNomor 13 tahun 2006 tentang  Pedoman
Fengelolazan Kevanpan Daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam dewan pendidikan dan komite sekolzh datam
pengelolaan keuangan sckolah dimaksudkan agar tercipta situasi partisipatif serta
mendarong transparansi dan akuntabilitas horizontal. Dewan pendidikan merupakan
fadan mandid yang berkedudukan sebagai mitra sejajer dengan kepala daersh dan
OPRD dalam pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Komite sekolah
merupakan badan mandini yang berkedudukan sehagai mitra sejajar sekolah. Dengan
sirukrur yang mandini dan sejajar tersebut, dewan pendidikan dan komite sckolsh
merupakan  saran untuk memberikan umpan balik sekalipues pengawasan oleh
Tasyarakal sebagai pemangku kepentingan atas penyelenparaan pendidikan,

Romite sckolah menjadi lembaga formal vang menjadi tempat saluran hagi
=esyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyelengparaan pendidikan, Komite
s2unlah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam
=ogka meningkatkan mule, yakni pemberi pertimbangan (advisory agemcy),
semdukung (supparting agency), pengontrol (camtrolifng agency) dan medialor antara

semeninial denpan masyarakat.



BAB LIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil  evaluasi  seeara keselurshan ouniuk pengukuran  akuniabidilas,

pengukuran transparansi, peran sckolah dan komite sekolah, penyajian dan pengeunazn

informasi dalam faporan RAPBES (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah).

sertd sarana dan proses pembukuan penyusunan RAPRS pada SMAN dan SMEN di Kota

Payakumbuh yang sudah dibahas pada bab sebelumnyva, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

e

Untsk pengukuran Akuntabilitas, SMAN dan SMEKN di Payakembuh sudah

akuntabel dalam pengelolaan kevangannyva,

Pada pengukuran Transparansi pengelolasn keuanpan sekolah, SMAN dan SMEN

di Payakumbuh sudah transparan.

- Pihak sckolah dan komite sekolah sudah berperan haik dalam mewujudkan

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kevangan sekolah,

Penyajian dan Penggunaan Informasi dalam Laporan RAPBS pada SMAN dan
SMEN di Payakumbuh sudah tersaji dan dipunakan dengan haik, sehingea dapat

mewujudkan pengelolann kewangan yang akuntabel dan transparan.

Sarana dan Proses Pembukusn Penvusunan RAPHS termasuk ke dalam kriteria

akuntabel dan transparan.
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5.3 Saran-saran

Beberapa hal yang akan disarankan sehubunpan dengan keterbatasan penelitian

dan pembahasan vang telah dilakukan adalah sebapai berikut:

[

. Untuk penelitian vang lebih sempuma, sehaiknva penelitian dilakukan di

semua Sekolah Menengah Atas doan Sekolah Menenpah Kejurusn Negen di

Kota Payakumbuh dengan sampel yang lehih besar,

Agar penelitian berikutnyva lebih baik, disarankan peneliti menambahkan item

pertanyvaan yvang sesuai dengan kandisi dan lingkungan sekolah,

. Dari hasil penelitian yang menvatakan bahwa Pengelolasn Kevangan Sekalsh

Menengah Atas dan Sckelah Menengah Kejuruan vang ada di Kots
Payakumbuh telah Akuntabel dan Transparan seharusnya dapat dipertahankan

oleh pihak sekolah untuk pelaksanaan pendidikan vang lebih baik.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
keuanpan sekolah, sebaiknya pihak sekolash lebih terbuka terhadap srake
hiodder (Komite Sekolah, orang tua siswa dan siswa) dan menvediakan sarana

dan prasarana yang lebih baik.
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